
L E M B A R A N DAERAH 
: KABUPATEN PACITAN 

NOMOR 13 •• • • • • TAIITJNZOIQ 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN P A O T A N 
NOMOR 13 T A H U N 2010 

... -TENTANG. . 

PAJAK M I N E R A L BUKAJIi L O G A M P A N BATUAN 

DENGAN R A H M A T TUHAN VANG M A H A ESA 

BUPATI PACITAN, 

Menimbang : a, bahwa dengan berlakimya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Mmeral bukan logara dan batuan termasuk 

• • salah satu-jenis pajakyangmenj^ kfewenangan Kabupaten. 
b.. bahwa berdasarkan pertimbangan tereebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Pacitan tentang Pajak Mineral bukan logam dan batuan. 

Mcngingat : I . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, 

2. Undang-Undang. Nomor. .17. Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian 
• Sengketa Pajak (Lembaran Negaraftepublik Indonesia Tahun .1997 Nomor 40, 

• • •TambahanLembaranNegaraRepublikhidonesiaNombr3684);; 
3. Undang-Undang Nomor 1? Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat 

Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, tcrakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Pena^han Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan . Lembaran Negara Republik Indonesia 

'Nomor3987); 
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahiin 2002 tentang" Pengadilan Pajak (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4189); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

" ' 6 . Undang-Undang. Nomor "••32.-Tahun 2004" tentang . Pemcrintahan Daerah 
.-•(Lembaran Negara Republik-.Indonesii Tahiin;2004'Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah tcrakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang:Undang ' Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemcrintahan Daerah (Lembaran ."'Negara' Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang - Undang. Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
• antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, 

•TambahanLembaranNegaraN6mor3684);' ' 



8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pcrtambangan Mmeral dan 
Batubara (Lembaran Negara Tahud 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4959); • .. . „ 

9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara tahim 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Nomor 

. 5049); • ; •; :" . •;. ; 
l6;Peraturah PcmwintaHT^ohiof . 5 8 * t ^ Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Tahutf 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4578); . ' • ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2005 Nomor 165, Tambahari Lembaran Negara Nomor 4593); 

. 12.Peraturan . Pemeiintah/.Noipor ,6?.. Tahun 20,10 terttang Pemberian dan 
• Pemanfaatan Insentif Puiigutan Pajak Daerah' dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negai^ Tahun 2010 Nomoril9,"Tambahan'l^iribar^ 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Nomor 59 Tahun 2007; . 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil ffPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan 
(Lembaran Daerah Tahun. 1988 Nomor 8B); 

15. Pcraturaii Daerah Kabupaten'Pacitan Nomor T^tahun 2006 tentang Pokok-Pokok 
; " PedgelblaahKeuangan0aefah'(lim^ * 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Orgauisasi 
Dinas Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 27). 

^ m • . . . . 

Dengan Persetujnan Bersama 

D E W A N P E R W A W L A N RAKYAT DAERAH 
. KABUPATEN PACITAN 

. • . • dan' . " •. • . ' • 

BUPATI PACITAN 

MEMUTUSKAN . 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK M I N E R A L B U K A N L O G A M 
D A N BATUAN. . 

B A B I 
KETENTUAN U M U M 

Pasall 

Dalam Peraturan Daeiah ini yang dimaksud d e n g a n ' • '• •• . ' • ' ' . 
1. DaerahadalahKabupatenPacitaii. •. • •*• •• * S v > ; ' ' • • • " v - " . 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan. 
3. Bupati adalah Bupati Pacitan. • • • • : 
4. Pejabat yang ditunjuk, yang selanjutnya disebuf Pejabat adalah pejabat yang karena tugasnya 

diberi kewenangan untuk menetaplran, memungut dan menerima pajtJc 
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut. Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang. bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalah secara lahgsiing dan diguhakiah .untuk keperiiian Daerah bagi 
scbesar-bcsamyakcfflakmuraHTakyat ; ';" ••" 

6. Instansi Pemungut Pajak adalah Dinas Pendapatan^ Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kabupaten 
Pacitan. ' ' 

7. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang raerupakan kesatuan, baik yang melakukan 
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 
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komanditer, perseroan lainya, Badan Usaha NBUk Negara (BUMN), atau Badan Usaha Mi l ik 
Daerah{BUMD) dengan nama dan dalam benjuk apapun, fiima^ kpngsi, kcperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan. .yayasan, organisasj massa, p^ariisasi. sosi^-politik. atau crganisasi 
lainya, lembaga dan bentuk badan.lainnya termasijc fcontrak mvcstasi kolcktif dan bentuk usaha 
tetap. 

8. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Pacitan. 
9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan 

logam dan batuan, baik dari ' sumber . alani di dalam dan/atau permukaan bumi untuk 
dimanfaatkan. . -

10. Mineral Bukan Logam dan Batuan. adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana 
dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan ^..Hdang mineral dan. batubara. 

11. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu)';bulan 'kalender'. atau. jangka waktu lain yang diatur 
dengan Peraturan Bupati paling lama 3'(tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib 
Pajak untuk menghitung, menyetor, dan mclaporkan pajak yang terutang, 

12. Tdiun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak 
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 

13. Pajak yang terutang"adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam 
T ^ u n Pajak, .atau dalam Bagian Tahun Rajak sesuaT dcngaa ketentuan peraturan perundang-
undangan peipajakan daerah.. . : ... i : %:^:\-'.^ • 

14. Pemungutan adalah suatu ran^caian kc^atan inu l i i dari" pcnghhupunan data objek dan subjek 
pajak, penentuan besamya pajak yang terutang sampai kegiatan pcnagiban pajak kepada Wajib 
Pajak serta pengawasan penyetorannya. 

15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SPTPD, adalah surat yang 
oleh Wajib Pajak digunakan untuk mclaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek 
pajak dan/atau bukan objek pajak. dan/atau * baita dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 
peraturanperimdang-undMganpeipajakandaerah.".•"'-

16. Surat Pemberitahnan .Objek P'ajak, yangselanjutaya disebut.5P6P; adalah surat yang digunakan 
oleh Wajib Pajak untuk mclaporkan data subjek'dandtjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Prnturan Perundang-undangan perpajakan daerah. 

17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya di smgkat dengan SSPD, adalah bukti pembayaran 
atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau t e l ^ dilakukan 
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

18. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat 
ketetapan pajak yang mencnhikmi bcsamya jumlah pokok pajak,-jumlah ,kredh pajak, jumlah 
kekurangan pembayaran kredlt pajak. besarnj^-sanksi administratif, dan jumlah pajak yang maslh 
harus di bayar; • :. 

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah di 
tetapkan; 

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayaf, yang selanjutnya disingkat SKFDLB adalah adalah 
surat ketetapan p a j ^ yang menentukan jumlsh kcleblhan pembayaran pajak karena jumlah krcdit 
pajak lebih besar danpada pajalcyang terutang latau sehariisnya tidak terutang; 

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nih i l , yang selanjnta^ disingkat SKPDN, acMah suatu ketetapan 
pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besamya. dengan juinlah krcdit pajak, atau 
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak; • ' -

22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukui 
tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 

23. Surat Keputusan Pembetulan adalah. surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulls, 
kesalahan Mtung,-dan/atau.kekeliriiai\ dalarn peh?n(pan;ketentuan tertentu dalam peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah yang • terdapat,, dalarn. ."Surat '.Pemberitahuan Pajak 
Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daemh, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.' Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihi l , Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar. Surat Ta^han Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, 
atau Surat Keputusan Keberatan. 

24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak'Dacrah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Ktnang Bayw Tmnbahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihi l , 



Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh 
pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.- • 

25. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan 
Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. . •, • .. 

26. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan 
data dan informasi keuangan yang meliputi harta. kewajiban, modal, penghasUan dan biaya, serta 
jumlah harga perqiehan danpenycrahan barang atau jasa, yang difotup dengan menyusim laporan 
keuangan berupa neraca dari laporan laba.rugi'urituk periode tahim pajak tersebut 

27. Pemeriksaan adalah scrangkaian kc^atan mehghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau 
bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan 
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajahm daerah dan retribusi dan/atau untuk 
tujuan lain dalam' rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah dan retribusi daerah. - •'' , 

28. Penyidikan tindak pidana di bidarig perpajakan daerah .dan'te'tribusi adalah scrangkaian tindakan 
yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta'meiigumpulkari. biikti yang denjgan bukti itu 
membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang tegadi serta 
menemukantersarigkanya, '• •• ' . . • 

29. Surat Paksa adalah Surat Perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. 

, B A B H 
N A M A , OBJEK D A N SUBJEK PAJAK 

• ••••-••.pasaIZ''-.:̂ ;̂-̂ v-:>V-̂ '--"-.̂ -̂̂ -̂̂  
i 

(1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas kegiatan pengambilan 
Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

(2) Obyek Pajak adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. 
(3) Mmeral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 

a. asbes; 
b. batutulis; 
c. batu setengah permata; • - - ^ . 

d. batu kapur; 
e. batu apung; 
f. batu permata; 
fi­ bentonit; 
l l . dolomit; 
• 
1. 

feldspar. 
garam batu (to/i/e); ' - • 1 « 

grafit;- • • ••• 
I . granit/andesit; 
m. gips; 
n. kalsit; 
0. kaolin; 
p. leusit; 
q. magnesit; w 
r. mika; 
s. manner;-
t. nitrat; 
u. opsidien; 
V. oker. 
w. pasir dan keriki!; 
X. pasir kuarsa; 
y. perlit; 
z. phospat; •.'• • .' '• 
aa. talk; . ' 
bb. tandi scrap (fullers earth); 
cc. tanah diatome; 
dd. tanah liat; 



' ee. tawas (a/i/ffj); .. ' ' 
i f . tras; . • 
gg. yarosif; . , • .,- . .. .-^^ 
hh, zcolit; • * •• . • 
i i . basal; \ ' • • ' .•^•"v • • • V • 
j j . traMdt;dan • 
kk. Mineral Bukan Logam dan. Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(4) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat(1)adalah: : , 
a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan'yang nyatarnyata tidak dimanfaatkan 

secam/komersial,' sepeiti' kegiatan pengambihm ••tanâ  tangga, 
pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon. penanaman pipa air/gas; 

b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakmi ikutan dari 
kegiatan pcrtambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersiaL 

. . PflsaI3 

(1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logara dan'Batiian adalah orang pribadi atau badan yang dapat 
9 mengambil Miricnd'Bukah l i ' gam dan Batiiari;'•• • • ' ' - v " . 

(2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang mcngambil 
Mineral Bukan Logam dan Batuaa 

- BABin 
DASAR PENGENAAN, TARIF D A N CARA PENGHITUNGAN 

-.• - 'PasaU . 

(1) Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dian Batuan adalah NUai Jual basil pengambilan 
Mmeral Bukan Logam dan Batuan, 

(2) Nilm Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasU 
pengambilan dengan nllai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mmeral Bukan Logam 
dan Batuan. •••*.•• 

(3) Nilm pasar sebagaimana .dimaksud pada syat (2). adalah harga rata-rata yang berlaku di lokast 
setempatdi wilayah daerah yang basanglditan,, ' 

^ (4) Dalam hal nilai pasar dari hasU produksi'Mmeral Bukan' Logam dan "Batuan sebagaimana 
J, dimaksud pada ayat (3). sullt diperoleh; digunakan harga standar yang ditetapkan oleh Bupati atas 

usul Instansi yang berwenang dalam bidang pcrtambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

PasalS 

(1) . Tarif Pajak Mmeral Bukan Logam ditqtapkan. sebesar 25^o (dua puluh lima persen). 
(2) . TarifPajakBatuandhetapkansebesaf20%(dimpuluhpere^ 
(3) . Khusus untuk TanaK Urug dan kerikil b'erpiasir-'alami (sirtu)'.'tarif P a j ^ y a ditetapkan sebesar 

10% (sepuluh persen). 

Pasal6 

Besamya pokok Pajak Mmeral Bukan Logam ,dan Batuan yang temtang dihitung dengan cara 
mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud. dalam .Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal4. 

• B A B I V 
W I L A Y A H PEMUNGUTAN 

Pasal? 

Pajak Mmeral Bukan Logam dan Batuanyang terutang dipungut. d i Wilayah Kabupaten Pacitan. 



MASAPAjAK 

Pasal 8 

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. 

• " ' ! . " B A B V i 'V 

•;- ••• ..PEisnEnrAPXN":-^-VV:-^^ 

Pasal9 

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. 
Pasal 10 

(1) Setiap Wajib Pajak wajib merigisi SPTPD.' . ' 
(2) SPTPD sebagaimana diniaksud pada'ayat (1) hiaros diisi 'riengari jclas^ benar dari lengkap serta 

ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya. 
(3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati." 

BAB v n 
PEMUNGUTAN PAJAK 

', 'BagiatoKesatU'-••' ^••:^_/;"'••v.•'l•,;••. 
• T a t a ' C a n i P e m u r i g u t a r i " • •'' ' 

P a s a l i l 

(1) Pemungutan Pajak dilarangdiborongkari.- ' ' 
(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar sendiri pajak yang terutang, dibayar dengan menggunakan 

SPTPD, S p D K B , dan/atau SKPDKBT. 

•'• ^Pasain;'--'^''"^ ' '• 
(1) Dalam jangka waktu 5 (\ma) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Pejabat dapat menerbitkan: • 

a. SKPDKB dalam hal: 
1. j ika berdasarkan hasil pemeriksaan. atau keterangan Iain, pajak yang terutang tidak atau 

kurang dibayar; • ' •• 
2. j ika SPTPD tidak disampaikari kepaida Pejabat dalain jangka waktu tertentu dan setelah 

ditegur. secara.tertulis tidak..disampaUran..pada.yraktunya;sebagaimm^ ditentukan dalam 
surat teguran; . . '•' 

3. j ika kewajiban mengisi .SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara 
jabatan. 

b. SKPDKBT j ika ditemidcan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang 
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. ' 

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besamya dengan jumlah kredit pajak atau pajak 
tidak terutang dan tidak ada krcdit pajalc V - .-. • - } 

(2) Jumlah kekurangan pajak yang. terutang dalam;£|KPPJ^.'.sebagaimana, d i ^ ^ pada ayat (1) 
huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi adriunistratif berupa bunga sebesar 2% (dua 
persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang'atau teriambat dibayar untuk jangka waktu 
paling lama 24 (dua puluh cmpat) bulan dihitung sejak saat temtangnya pajak. 

(3) Jumlah kekurangan pajak yang temtang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dikenakan sanksi administratif.-berupa" kenaikan' sebesar 100% (scratus persen) dari 
jumlah kekurangan pajjak tersebut. : • ' ' . - ] • • ' 

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat'(3);tidak".dikenakan j ika Wajib.Pajak mclaporkan 
sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan , .-.r- • - • ^ V - ' - ' r - ^ • • * 

(5) Jumlah pajak yang temtang dalam SKPDKB sebOgaunana dimaksud pada ayat (1) humf a angka 
3) dikenakan sanksi administratif beropa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari 



pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa "bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan 
dihitung dari pajak yang kurang atau teriambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua 
puluh empat) bulan dihitimg sejak saat terutangnya pajak. 

(1) Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB;"danSKPDKBt sebagainW d m dalam Pasal 11 
diatur dengan Peraturan Bupati. • 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPDKB, dan 
SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dengan Peraturan Bupati. 

Bagian Kedua , . , • 
. • Sui^tTagUianPajajt c:"̂ ^ 

Pasal14 

(1) Bupati atau Pejabat dapat menerbitkan STPD Jika; 
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayan 
b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis 

dan/atau salah hitung; ._ . .,:.••*,'•':'•••.- ..>..-,,• , . . . . 
c. Wajib Pajak^ dikenakan sanksi adimmstratif berupa bunga dan/atau.denda. 

(2) Jumlah kekurangan pajak yang'terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap 
bulan untuk paling lama 15 Gima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. 

" * Bagian Ketiga 
Tata Ciira Pembayaran dan Penagihan 

. - p a s a i ' i s y . 

(1) Bupati atau Pejabat menentukan taiiggal jatuh temjxj pembayaran dan penyetoran pajak yang 
terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kega setelah saat terutangnya pajak. 

(2) SPTPD. SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, 
dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertarabah merupakan 
dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama I (satu) bulan sejak 
tangg^ diterbitkan. . . . . . 

(3) Bupati atau Pejabat atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan 
dapat member^can persetujuan kepada Wajib Pajak'Untuk hlengangsdi'ata^^ menunda pembayaran 
pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peiribayaran, penyetoran, tempat pembayaran. 
angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal16 

(1) Pajak yang terutang bcidasarkan SPTPD;'SKPDKB, SKPDKBT;,.STPD, Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, .dan. Putusan Banding-yarig'tidak atau kurang dibayar 
oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa. 

(2) Pccagiha pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangaa 
Pasall? • , _ • 

(1) Pembayaran' pajak.dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati atau 
pejabat sesuai waktu yang ditentukan dalain SPlPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD. 

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan "di tempat lain yang ditunjuk; hasil penerimaan pajak harus 
disetor kc Kas Daerah selambat-lambatriya l.x.24 jam.atau dalam.waktu:yang diatur lebih lanjut 
dalam Peraturan Bupati. •• 

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada' ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan 
menggunakan SSPD. 



Pasal.lS . . 

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lanas;; - " v' •;, •'' • • 
(2) Bupati atau Pejabat dapat memberikan pcrsehijuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak 

terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. 
(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakubm secara teratur 

dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak 
yang belum dibayar atau kurang dibayar.- ' 

(4) Bupati atau Pejabat dapat memberikan.persetujuan .kepada .wajib pajak untuk menunda 
pembayaran pajak sampm "batas-Waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang 
ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2%. (dua persen) sebulah dari jumlah pajak yang 
belum dibayar atau kurang dibayar, . 

(5) Persyaratan untuk' dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran 
angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh 
Bupati atau pejabat. 

;^.;-._,-Pasall9, 

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana diinaksud-dtdam' Pasi^-l^ peraliiran Daerah ini diberikan 
tanda bukti pembayaran dan dicatatdalin buku penerimaan. ' 

(2) Bentuk, isi , ukuran tanda bukti pembayaran dan buku pcncrimaan-pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati. ' . • 

PasaI20 

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau!surat. lain-yang sejenis..sebagai aiyal tindakan 
pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan .? (tujuh) hari s e j ^ saat jatuh tempo pembayaran. 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah'Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat 
yang sejenis, Wajib Pajak hams melunasi pajak yang temtang. 

(3) Surat Teguran,Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat' 

:PasaI21 

Bentuk, dan ist fonnulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Bupati. 

Bagian Keempat 
Keberatan dan Banding 

•Pasal'22 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas suatu: 

a. SKPD; " •-••'•• :. '" : v ^ : . ^ - - ' ' ' - ; ( ' - ' ' ; ' 
b. SKPDKB; ' 
c. SKPDKBT; ' 
d. SKFDLB; 
e. SKPDN;dan .. 
f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan 

perundangundangan perpajakan daeralu' 
(2) Keberatan diajukan secara totulls dalain' bahasa Indonesia dengan diseitai alasan-alasan yang 

jelas.' ••• • • ' • • / ' i . ' V ' V ^ ' - " * - . 
(3) Keberatan hams diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, 

tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali j ika Wajib 
Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar 
kekuasaannya. .̂ ' • 

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah 
disetujui Wajib Pajak. ' ; -•• 

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan isebagainiana dihiaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat 
(3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Sural Keberatan sehirigga tidak dipertimbangkan. 



(6) Tanda penerimaan surat keberatan yarig diberikan oleh Bupati atau Pejabat atau tanda pengiriman 
surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan. 

. Pasal23' " ' . .. 

(1) Bupati atau Pejabat dalam jangka:waktu paling jama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat 
Keberatan diterima, harus memberi keputusan atals keberatan yang diajiikan. 

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menennrii'seluruhnyri atau sebagian, menolak, atau 
menambah besamya pajak yang terutang.' . • 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi 
suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. 

Pasal 24 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan pennohonan. banding hanya,-kepada Pengadilan Pajak terhadap 
keputusan mengenai kcbcratanriya yang ditetapfcanblchBupati:-. 

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) diajukan secara tertulis dalam bahasa 
Indonesia, dengan nlasan yang jelas dalam jangka waktii 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, 
dilamp'ri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut 

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan. kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 
(satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. 

# ";; Pa5ai25 _ 

(1) Jika pengajuan. keberatan atau'permohonan banding diicabuikari sebagian atau seluruhnya, 
keleblhan pembayaran pajak dlkembalikan .dengan xlitambab imbalan bunga sebesar 2% (dua 
persen) sebulan imtuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. 

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai 
dengan diterbitkannya SKPDLB. • " 

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi 
administratif berupa denda sebesar 50%.(lima puluh persen),dari jumlah pajak berdasarkan 
keputusan keberatan dikurangi dengan pajak. yang tolah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 

(4) Dalam hal Wajib Pajak mcngajukan pwmohonan banding, saiiksi administratif bempa denda 
sebesar 50% (lima, puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan. 

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi 
administratif berupa denda sebesar .100% (seratus persen) dm jumlah pajak berdasarkan Putusan 
Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 

^ . BagianKelima; . 
Pembetulan, Fembatalan, P.cngmriDga'n Ketetapan, dan Penghapusan 

. atau Pengurangan Sanksi adinmistratif 

Pasal26 ' " . 

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Pejabat dapat membetulkan SPTPD, 
SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat 
kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitirng dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam 
peraturan penmdang-undangrm perpajakan daerah.; • ' •• '" , ^ • . . 

(2) Bupati dapat: 

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenmkan 
pajak yang terutang racnunit peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal 
sanksi tersebut dikenakan karena kckhilafan.Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; 

b. mengurangkan atau membatalkari SKPD. SKPDKB, SKPDKBT .atau STPD, SKPDN atau 
SKPDIB yang tidak bcnar, - '•^yo^^---i.:-::.-: • • -

c. mengurangkan "atau membatalkan STPD, 

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksarvakan atau diterbitkan tidak 
sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan 



c. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar 
Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tiita, cara pengurarig£ui,atau penghapusan sanksi administratif dan 
pengurangan atau peinbatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Bupati. ' • = '•' 

Bagian Keenam . 
Sanksi Administratif 

Pasal27 . . . 

(1) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada Pasal \2 ayai (1) hunif a diterbitkan *: 
a. apabila berdasarkan hasii pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang temtang tidak dibayar, 

dikenakan sanksi administratif berapa bunga' atas kurang bayar sebesar 2% (dua persen) 
sebulan dihitung dari pajak yang kurang bayar atau teriambat dibayar untuk jangka vraktu 
paling lama 24 (dua puluh cmpat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak, 

b. apabila SPTPD tidak disampalkan d^an jangka waktu yang ditentukan dan ditegur secara 
tertulis,dikenakan sanksi'. admlnisttrasi berupa bunga sebesar. 2% (dua persen) scbulan 
dihitung daij pajak yang kurang atau.teriambat dibayu. untuk j waktu paling lama 24 
(duapuluh empat) biJan diWturig'sejaksriatterularigrij^^ ''f''"'' 

^ c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi,pajak yang terutang dihitung secara jabatan 
dan dikenakan sanksi administratif bempa kenaikan sebesar 25% (duapuluh lima persen) dari 
pokok pajak ditambah sanksi administratif bempa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan 
dihitung dari pajak kurang bayar atau yang teriambat dibayar untuk jangka w^rtu paling lama 
24 (duapuluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak, 

(2) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat.(l) humf b diterbitkan apabila dltemiikan 
data bam atau data yang semula Belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak 
yang temtang akan'dikenakan'sanksi khninistratif bejupa keiiaikari sebesai: 100% (seratus persen) 
darijumlah kekurangan pajak tersebut . . ' '• . . 

(3) SKPDM sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat ( I ) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak 
yang temtang sama besamya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak temtang dan tidak ada 
kredit pajak. 

(4) Apabila kewajiban membayar pajak temtang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) hurtif adan b tidak atait tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka 
waktu yang telah ditentukan,'ditagih dmgaii menCTbitkbn STP 
bempa bunga 2 %(dua persen) sebulan.' '• .• ' * ^-^^-/''--T 

f (5) Penambahan jumlah pajak yang temtang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan 
apabila Wajib Pajak mclaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. 

Bagtan Ketujuh 
Pengembalian Kelebihah Pembayaran Pajak 

\ •• V • '^PasaiM^^.;/ . •: 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pambayaran pajak kepada 
Bupati atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya: 
a. nama dan alamat Wajib Pajak; 
b. masa Pajak; 
c. besamya kelebihan pembayaran pajak; ' 
d. alasan yang jelas. . 

(2) Bupati atau Pejabat dalam waktu paling lariia 12 (^diabclasj bulaa sejak diterimanya permohonan 
pengembalian kelobihan pembayam'pajaY'sebagaim^ pada ayat (1) Pasal ini harus 
memberikan keputusan. . • 

(3) Apabila jangka waktu sebagaiman dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampui dan Bupati 
atau Pejabat tidak memberikan suatu putusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 
pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB hams diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 
(satu) bulan. 



(4) Apabila Wajib .pajak mempimyai utang pajak..vkelebihM pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat ' { l ) langsiing (hpwiutungtain untuk melunasi terlebih'dahulu utang pajak 
tersebut • • 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 
jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. 

(6) Jika pengembalian kelebihan pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan Bupati atau Pejabat 
memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua Persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran 
kelebihan pembayaran pajak.. ••.• ;;.•;• . . ;> • - , • , . •- - . .-

(7) Tata cara pengembalian pembayaran. pajak; sebagaimana (!) diatur dengan 
Peraturan Bupati." * ' y ''f' •.-

B A B v i n 

PEMBUKUAN D A N PEMERIKSAAN 

•. . Pasal 29 
(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzej palingsedilat Rp.3 (tigaratus juta 

mpiah) per trihim wajib meriyelenggarakan pembuhian ate^ 
(2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatataa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. • 

Pasal 30 

^ ) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan pejiindang-uncjangan perpaj Jran daerah 

(2) Wajib Pajak yang diperiksa waj ib : ' • . ' ^ .;•'**;••' • '• '> / ' 
a. memperiihatkan dan/atau meminjamkan bUku atau catatan, dokumen yang menjadi dasamya 

dan dokumen lain yang beftiuHungan dengan objek Pajak yang terutang; 
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan 

memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau 
c. memberikan keterangan yang diperlukan. ..' 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur dengan Peraturan Bupati. 

• 'BABIX'" ' •' 
KADALUWARSA PENAGIHAN. 

Pasal 31 

Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 
(lima) tahun terhitung sejak saat.terutangnya pajak kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak 
pidana di bidang perpajakan daerah! :^• . .\^\l':-\y,-i-y y'::u-.\,: 

(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaiinaria dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila: 
a diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa atati; "' 
b ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung. 

(3) Dalam hal ini diterbitk^ Surat Teguran dan / atau Surat Paksa sebagmmana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa 
tersebut 

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana. dimaksud. pada . ayat (2) huruf b adalah 
Wajib Pajak dengan kesadarannya m e n y a t ^ ^ !inasih meinpunyat . utang P a j ^ dan belum 
melunasinya kepada Pemerintah Daerah.. • •• ' • 

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebag^manq dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 
•diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan 
keberatan oleh wajib pajak. 

•PasaI32 

(1) Piutang pajak yang tidak mungkm ditagih lagi karena hal!:,..imtnk .'melakukan sudah 
kadaluwarSadapatdihapuskan.'. ' . • ' ' 



(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak. yang sudah kadaluwarsa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. 

INSENTIF PEMUNGUTAN 

Pasal 33 

(1) . Instansi yang mclaksanakan Pcfnungutan Pajak Daerah, diberikan insentif atas dasar pencapaian 
kineija tcitcntu. 

(2) . Penetapan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan 
danBelanjaDaerahKabupatenPacitan. . . . 

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Bupati. • V /- . .. -

B A B X I 
KETENTUAN KHUSUS 

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau 
diberitfdiukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekeg'aannya untuk 
menjalankan ketentuan peraturan penmdang-undangan perpajakan daerah. 

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk 
oleh Bupati untuk. membantu jlalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. • 

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana diinaksud pada Oyat (1) dan ayat (2) adalah: 
a. pejabat atau tenaga ahli yarig bertindak.sebagai saksl.atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; 

b. pejabat atau tenaga abll yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada 
pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan 
d^am bidang keuangan daerah. 

(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan.tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan 
keterangan,'memperiihatkan biikti teirtulis.dari ataii tentang Wajib Pajak kepada pihak yang 
ditunjuk. " ' •'• ' •" •'• " ' " • • " 

(5) Untuk kepentingan' pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdala, atas 
permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Aeara Ferdata, Bupati dapat 
memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) , dan tenaga ahli 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk .memberikan dan memperiihatkan bukti tertulis dan 
keterangan wajib pajak yang ada padanya; 

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud. pada ayat (5) hanis menyebutkan nama tersangka atau 
nama tergugat, keterangan" yarig dimirita, serta kaitari antara perlrara pidana atau perdata yang 
bersangfcutan dengan keterangan yang diimnriu •"••'••.V-;-'-'''"''̂  " :'.•*'•'••!••' 

B A B X i i 
K E T E N T U ^ PIDANA 

Pasal 35 

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak 
benar atau tidak Iringkap atati melampirkari keterangan" yang tidak benar sehingga merugikan 
keuangan daerah dapat dipldana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dari atau 
denda palmg banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. 

(2) Wajib Pajak yang dengan scngaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar 
atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan 



daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling 
banyak 4 (empat) kali jumlah pajak' yang terutang yarig tidak atau kurang dibayar. 

• PasaI36 

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak ditimtut setelah melampaui jangka waktu 5 Qima) 
tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhimya Masa Pajak atau berakhimya Bagian Tahun Pajak 
atau berakhimya Tahun Pajak yang bersangfcutan.. . 

; : . Vasal37^. , 

(1) Pejabat atau Tenaga Ahl i yang fUtunjuk'oIeri 'Biqjati yOrig karenO kealpaannya tidak memenuhi 
kewajiban mcrahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) 
dipidana dengan pidana kurungan paling laina 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak 
Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah). ' . 

(2) Pejabat atau Tenaga Ahl i yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi 
kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 * ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan 
palmg lama 2 (dua) tahun'dan pidana denda-paling banyak RplO.OQO.000,00 (sepuluh juta 
rupiah). •..•••••;* . --y :/'y^'-'f'-' -yfy^/f--• \ 

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya 
dilakukan atas pengaduan orang yang kcrahasiaaimya dilanggar.. 

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat ( i j dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalal, 
menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selalcu Wajib Pajak, karena itu dijadikan 
tindak pidana pengaduan. . . ' • 

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal :'35,;dan; Pasal 37 ayaf ' ( l ) danaya f (2) merupakan 
penerimaan negara. . ' ' / • . ' 

B A B X U r . 
; PENYIDIKAN 

, . PasaI 39 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Imglriingan Periieriritah Daerah diberi wewenarig khusus 
sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak, pidana di bidang perpajakan daerah, 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukmri Acara Pidanri. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di 
lingicungan Pemerintah Daerah yang diangjcat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.. '. : ' . 

(3) WeweiiangPenyidiksebagaimanadim^csudpadaayat.(l)adaIah;. 
a menerima, mencari, menguinpulkan, dari mcneUti. keterangan atari laporan berkenaan dengan 

tindak pidana'di bidang perpajakan daeriafi agiur keiaangEm atari lapOran tersebut lebih lengkap 
danjelas; 

b meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang 
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah 
tersebut; 

c meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak 
pidana di bidang perpajakan daerah; 

d memeriksa buku-buku. catatan-catatan. dan dokumen-dokmneri lairi berkenaan dengan tindak 
pidana di bidang peipajakari daerah;''• ••• 

e melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti. pembukuan, dan catatan dan 
dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di 
bidang peipajakan daerah; 

g menyuruh bcrhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 
pemeriksaan sedang berlarigsung dan memeriksa, identitas orang atau dokumen yang dibawa 
sebagaimana dimaksud padaburufc ayat ini ; ., .. \ ,. '. ; .- .'-."> -! ; 

h memo'tret seseorang yang berkaitari dengan tindak pidana perpajakan daerah; •• 



i memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 
j menghentikan penyidikan; , 
k melakukan tindakan lairi yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang 

perpajakan daerah mcnurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. 
(3) Penjidik sebagaimana .dimaksud pada "ayat (l).mcipberitahukan;.dimulainya penyidikan dan 

menyampaikan hasil penyidikanriya kepada Periimtut Umum rrielalm Penyidik pejabat Polisi 
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuari.yang diatur dalam Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana. 

BAB JOV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pada saat Peraturan Daerah in i berlaku, Pajak yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Pacitan 1 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan 
C masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang. 

B A B X V 
. K E T E r ^ A K P E N U T U P . 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur 
lebih lanjut oleh Bupati. 

• - • Pasal 42 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini , iriaka-Peraturan-Daerah kabupaten Daaerah Tingkat 11 
Pacitan Nomor l-TahunT998 tentang Pajak Pengambilan* dari Pengolahan Bahan Galian Golongan C 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

PasalriS • 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari201H -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkari pengundangaa Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan. 

. Ditetapkan di 
pada tanggal' 

: Pacitan 
:21 Desember2010 

Diundangkan d i Pacitan 
Pada tanggal 21Desember 2010 

W A K I L BUPATI PACITAN 

Cap.ttd 

a G ; S 0 E D l B J O . 

SEKRETARIS DAERAH 

I r . M U L Y O N O . M M \ 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19571017 198303 1 014 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN T A H U N 2010 NOMOR 13 



PENJELASAN . • •• 

ATAS . • ; 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN P A O T A N 
NOMOR J J , T A H U N 2010 

• •: . • ^TH^ANG,-•^^V:v•i^^^^ 

' PAJAK M I N E R A L B U K A N L O G A M D A N B A T U A N 

I . U M U M '" ••• • 
Pelaksanaan pembangunaa dan penyelenggaraan pemcrintahan dibutuhkan pembiayaan yang 

memadai. Pajak daerah merupakan salah satii sumber pendapatan daerah untuk membiayai 
pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan! • >"/ J ' 

Dengan telah diundangkanriya Unddng-Uhdang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten diberikan-kewenangan untuk memungut dan 
mengelola pajak di daerah, .salah satunya adalah pajak mineral Bukan Logam dan Batuan. 

Pengenaan Pajak.nuneral Bukan Logain dan.Batimn merupakan salah satu upaya untuk 
memngkatkan pendapatan daerah, oleh karenanya untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaannya 
dipandang perlu diatur dan ditetapkria dasar hidmmnya dengan Peraturan Daerah. 

I I . PASAL D E M I PASAL 
Pasall : ' * , • - ' .' • 

Cukup jelas 

Pasal2 : 

Cukupjelas. . - v':\ • - .. . 

Pasal 3 : - ' .:̂  v • : ' -.".,v ' •-'^^^••^•[yy^:^^:'^ " r^?' 

Cukupjelas . . 

Pasal 4 : • • 

Ayat ( l ) 

Cukupjelas.' • •• • - •" "^y'-- . '•T'V .' •: ' ' 

Ayat(2) ' • ' " " 

Cukupjelas. ' ' 

Ayat (3) - -• • 

Cukupjelas. 

Ayat(4). • • A ; . ^ . - /V!^W; : ' : ; ! : ^•••••i-^^//..^^ ^ 

Yang,dimaksud dengan "instansi'yang berwenang" iadalah' Dinas Pcrtambangan dan 
Energi Kabupaten Pacitan. 

PasalS : 

Cukupjelas 

Pasal 6 : 



Cukupjelas 

Pasal? : 

Cukupjelas 

Pasalg .: . ; . ^ . ^ • . - . , ! i . . . , , 

Cukupjelas ' . ; " . ' 

Pasal 9 : 

Cukupjelas 

Pasal 10 : 

Uukup jelas-

Pasal U : 

Cukupjelas 

Pasal 12 : 

Ketentuan im mengatur penerbitan' surat ketetapan-pajak atas pajak yang dibayar sendiri. 
Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepadif "Wajib'-Pajafc tertentu yang disebabkan oleh 
kelidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena,ditemulainnya data fiskal tidak dilaporkan 
oleh Wajib Pajak.' • "• - ' ' . ' / 

Ayat ( l ) . . . . 

Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Bupati untuk dapat menerbitkan SKPDKB, 
SKPDKBT atau SKPDN hanya.terhackp kasus-kasuS; tertentu,-dengan perkataan Iain 

. hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyabiritau.bcrdasarkan hasil pemeriksaan 
tidak mcmeniiii kewajiban formal dan/atau keWajibari ririiterial. ^ * -

Contoh: 

1. Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009. Setelah 
ditegur dalam j a n ^ waktu'tertentu juga belum menyampaikan SPTPD, maka dalam 

- jangka waktu paling lania. 5 (lima) tahim Bupati dapat menerbitkan SKPDKB atas 
pajak yang terutang. - ' ' '•' '- •:.' ' • '/ ' ^ ' ; 

2. Seorang. Wajib Pajak menyampaikah SPTPD pada tahun pajak '2009. Dalam jangka 
• waktu paling lama 5 (lima) tahiin;'t'emyata dari hasil; pemeriksaan SPTPD yang 

disampaikan tidak benar. Atas pajak yang terutang yang Ihirang bayar tersebut, Bupati 
dapat menerbitkan SKPDKB ditamb^ dengan sanksi administratif. 

3. Wajib Pajak sebagaimana dim^csud dalam contoh yang telah diterbitkan SKPDKB, 
apabila.dEdamjMgka.waktu paling lama 5 (linia).t£jiun sesudah pajak yang terutang 
ditemukan data baru dan/atau data yang semula.belum, terungkap^yang menyebabkan 
pehaihbnhmi jiintiaii pajak'ya^^ tenitahg! Bupati dapat nienerbitkah SKPDKBT. 

4. Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Bupati temyata jumlah pajak yang 
- terutang sama besamya dengan jumlah kredit pajak atau pajidc tidak terutang dan tidak 

ada kredit pajak, Bupati dapat meiierbitkan SKPDN.. 

Huruf a • 

.- Cidcupjelas. • ' *.' - • 

Angka2) 

Cukupjelas. 



Angka 3 ) . 

; YMg'dunaksud draganj"pene^^ 
• "besamya pajak lemtang yafig dilakukan oreriBiipati ataii^pejabat yang ditunjuk 

• • berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang duniliki oleh Bupati atau 
Pejabat yang ditunjuk. 

Hurufb , . . ^ ;. . 

Cukupjelas . .. ;̂  . . ' . ' ' 

Cukupjelas 

Ayat (2) 

Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban 
perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua 
persen) scbulan dari pajak y i n g tidak atau teriambat dibayar untuk jangka waktu paling 

.. lama.24.(dua pnluh;einpat) bulan'qtaj pajak;.y^g.tidak:atau,teriambat^ ^ Sanksi 
admhustratif berupa Bunga dihitiing' s e j ^ saat' terutaiignya • pajak sampai dengan 
diterbitkannya'SKPDKB. ''•.. 

Ayat (3) 
/ -

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pcWajakannya sebagaimana dimaksud 
pada.ayat"(I) huruf b, yaitu dengan ditemukannya data bam dan/atau data yang semula 
belum teiurigkap-yang befasal 'dari-hasri/pemeriksi^^ yang temtang 
-bertambah, maka terhadiqi Wajib' Pajak^dlkenakain' sanksi adininistratif berupa kenaikan 
100% (seratus persen) dari'jumlah kekurangan pajak. ! Sanksi administratif ini tidak 
dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan. 

Ayat (4) 

Cukupjelas 

Ayat (5) " ' ".' 

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuki kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a angka 3), yaitu Wajib Pajak tidak mengisi SPTPD yang sehamsnya 
dilakukannya, dikenakan sanksi administratif bempa kenaikan pajak sebesar 25% (dua 
puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang.' 

Dalam kasus ini , Bupati menetapkaii pajak yang temtang secara jabatan melalui 
penerbitanSKPDKB.. -,- • ^. •̂ ///.vr/Zl'V V- .i'., 

Selairi saiiksi admiiustfritif berup^^ lima persen) dari 
pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi administratif bempa bunga sebesar 2% 
(dua persen) sebulan (hjutung dari pajak yang kurang atau teriambat dibayar untuk jangka 
waktu paling lama 24 (dua puluh cmpat) bulam 

Sanksi administratif bempa bunga "dihitung sejak saat temtangnya pajak sampai dengan 
diterbitkannya SKPDKB.. . * ' . ' 

• Pasall3 : ,.• -.... ,_.;:.:'_. . .:.;;..;.•*Y;;-j;.^;.(>\;-..^ 

Cukupjelas 

Pasal 14 : . 

Cukupjelas 

Pasal 15 : 



Cukupjelas-

Pasall6 : 

Cukupjelas .' . • ' 

Pasall? : *' ' • • / 

.. .Cukupjelas.. . : ' .f--f\ ^-^.i.-y; f/y •y^i--:-.): . 
Pasal lS: • . 

Cukupjelas 

Pasal 19': • 

Cukup jelas . ' • . !'̂ ^•;••^ .̂v y-;.; •/.v̂ -•.• ' . . :• 
Pasal20 : ' •." • •'^•.-• •A^, '•'^JA'r ''^--''y'-i^'^'-yA:--'-^' ''• 

Cukupjelas • 

Pasal21 : ••V'• 

^ Cukupjelas; 

Pasal22: ' ' ' " • ' •• :--;--y ' • V'/j^y:̂ ^^^^ _ 

Cukupjelas- ; . •' ' ' '7 . . •• 

Pasal 23 : 

Cukupjelas •. • 

Pasal24 : • 

Cukupjelas . . . . . . . '•. /•'.'^-'Ay-.-f::.; •7'7 ' 
Pasal25 : 

Cukupjelas 

Pasal 26 : 

Ayat ( l ) ,. . ^ ••- y-'y^f:!.f .Ay^A••^'V'^.^ yy 
Cukupjelas;-;;• - •'•7 ;p-J^.-':^^V-;vY..^4v7,;v;v;^^ 

Ayat (2) 

Hurufa 

Cukupjelas. 

Hurufb 

Cukupjelas.. 

Hurufc 

Cukupjelas. 

Hurufd • • . : ; : .;.^'..,V; 

Cukupjelas... . A":,Ay.-'! •.--:."--y:'^-. 

Hurufe . . 



Yang dimaksud dengan Tcondisi tertentu objek pajak**, antara Iain, lahan pertanlan 
yang sangat terbatas, bangunan. ditempati sendiri yang dikuasai atau dimiliki oleh 
golongan Wajib Pajak tertentu.. • •: 

Ayat (3) '.• ' 

Cukupjelas.! ,'... . . 

Pasal 27 : 

Cukupjelas' • • , ' , • 

Pasal 28 : 

.Cukupjelas.,,. , . ,,:. AA---AJy\y,,yA-y^^^ 
Pasal29 : . ' . ; ; ' , -. . .. '• X^!-; 7.. . .. ' -

Cukupjelas • • . . 

Pasal 30 : ...:':.' •" 

Cukupjelas ;• .-• 7:;;f^-./vV-
Pasal31: ' "A'^;y A\-'-'-y-V-r-'y--AAf-AiAA-^^^ 

Cukupjelas 

Pasa!32 r 

Cukupjelas . -

Pasal33: • ^ 'A''A'A\ • '--''v^ - i 

Ayat ( l ) • ^ • ;. •.'•iV-:^''-7'''" ' 7 ! ^ - • ' ' 
Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan** adalah 
dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan tungsinya melaksanakan pemungutan Pajak 
danRetribusi. 

Ayat(2) A^-A'-'y-A-.-'.'-.y'-
- \ •• •• . ••^•••y;:y .-• ^ • - -i.- .\. 

• Pemberian •• besamya-insentif dUakrikan .'melalui'.'pembahaskn'-.yahg dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Pcrw.akilah Rakyat Daerah yang 
membidangi masalah keuangan. 

Ayat (3) 

Cukupjelas .- ' • • 

Pasal 34 : 
Cukupjelas . 

Pasal 35 : 

Cukupjelas 

Pasal 36 : 

Cukup jela$ • 

PasalS? : 

Ayat ( l ) 



Pengenaan pidana kuiungan dan pidana denda kepada.pejabat tenaga ahli yang ditunjuk 
qleh Bupati dimaksudkan untuk menjamin;. bahwa kcrahasiaEm .m perpajakan 
daerah tidak 'almh'ditwntahukan kepada" pihhk lam,'jiiga"agar Wajib Pajak dalam 
memberikaii data dan keterangan kepada pejabat mengenai perpajakan daerah tidak ragu-
ragu. 

Ayat(2) 

Cukupjelas. • • ' , • • •' 

Ayat(3)...,.,„ .... .7 , . . . . :^':-/.yA.-^s / ,V7 - '^Y ' - i7 .V : ^^;7--;7 
Cukupjelas,' ' '• ... • 

Ayat (4) 

Cukupjelas. " ' . 

Pasal38 : A: • ••-•AA - - 7 ' . ' , .7 . . . 

C i d c u p j e l a s - v ' ; - " < . ' - ^ — A ' - ' ' A : ' i \ - v A ''•'•y-- • 

Pasal39 : -. " 

Cukupjelas • . . ' . ' ' " 

Pasal40: . ' '•••.i . ' • .-A./ 

Cukupjelas • -

Pasal 41 : • • ' . ' • 

Cukupjelas; • . • -•' • 

Pasal42 : •• . 7 . '.̂  • 

Cukvp jelas.. 

Pasal 43 : 

Cukupjelas 


